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PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Stn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Pedagang Pelampung, tempat kediaman di Kabupaten

Jayapura, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang
Ojek, tempat kediaman di Jalan Diponegoro, RT.001, RW.008,
Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Stn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat
tanggal 27 Januari 1993 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban
1413 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Demak, Kabupaten
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Demak, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXX, tanggal 11 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Rumah orang tua Penggugat di Dukuh Rogosari, Desa Katonsari,
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah selama
empat tahun, kemudian pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat pindah
ke rumah Penggugat dan Tergugat di Demak selama sepuluh tahun,
selanjutnya di tahun 2007 Penggugat dan Tergugat merantau ke Papua dan
tinggal di APO Kali Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara Kota
Jayapura selama sebelas tahun, pada tahun 2019 Penggugat pindah ke
rumah adik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat pada gugatan, dan
Tergugat pindah sebagaimana ke alamat sebagaimana alamat Tergugat di
atas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai tiga orang
anak bernama:

a. Anak | bin Tergugat, Umur 26 Tahun;

b.  Anak Il bin Tergugat, umur 23 tahun;

c. Anak Il bin Tergugat, Umur 15 tahun;
anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat telah hidup mandiri
di Jakarta, sedangkan anak ketiga Penggugat dengan Tergugat sekarang
dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, hal ini disebabkan
karena:
Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
Tergugat memiliki sikap kasar dan keras kepala;
Tergugat memiliki temperamen;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat terjadi pada bulan Okober 2019, pisah tempat tinggal
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bersama, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan
Penggugat sekarang tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah
ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, berhasil
damai dan rukun, namun Tergugat kembali mengulangi perbuatan dan terus
berlangsung;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti berupa:
A. Surat:
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Musaroh nomor
XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 September 2020 Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, dicap pos (di Nazegelen) dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Nomor xxxxxxxx Tanggal 11
Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap
pos (di Nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P2;
B. Saksi:
1. Saksi I, umur 44 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan
Pedagang Balon Pelampung, bertempat tinggal di IV Kotaraja, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang
lalu, karena dahulu saksi bertetangga rumah dengan Penggugat dan
Tergugat di daerah APO, kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara,
Kota Jayapura;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di APO,
kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga
orang anak, dua orang anak di pulau Jawa, sedangkan anak ketiga

sekarang ikut dengan Penggugat;
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- Bahwa saksi sering mengunjungi kediaman bersama Penggugat dan
Tergugat di APO, karena rumah bersebelahan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik
saja, rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak satu tahun lalu, sejak akhir tahun 2019;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

- Bahwa saksi ketahui sejak akhir tahun 2019;

- Bahwa penyebabnya saksi tidak ketahui karena apa, yang saksi tahu
menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat jarang
memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat cemburu, sering
menuduh Penggugat berelingkuh dengan laki-laki lain, saksi tahu
dari cerita tetangga sekitar rumah dan dari cerita Penggugat kepada
saksi;

- Bahwa ya saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat
bertengkar mulut di rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian dua
hari setelah saksi melihat pertengkaran antara keduansaksi
mendengar suara gebrakan di rumah Penggugat dan Tergugat satu
kali ketika saksi sedang lewat di depan rumah Penggugat dan
Tergugat, terjadi pada akhir tahun 2019;

- Bahwa Tergugat memiliki sikap kasar kepada Penggugat, saksi
ketahui karena saksi sering mendengar kata-kata kasar dari Tergugat
kepada Penggugat, contohnya kalimat "matamu”, bahkan Tergugat
juga kasar kepada tetangga sekitar, sedangkan keras kepala,
memang Tergugat keras kepala mau menang sendiri tidak mau
terima saran dari Penggugat selaku isteri Tergugat;

- Bahwa Tergugat Temperamen dan emosional, saksi melihat sendiri

bila Tergugat berjualan dan ketika sedang di rumah;
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- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah
tempat tinggal, sejak delapan bulan yang lalu, sekitar bulan Februari
2020;

- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah
Penggugat, kemudian Tergugat menyusul pergi dari rumah sewa
mereka, Penggugat sekarang di Doyo Baru Sentani di rumah
adiknsedangkan Tergugat saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi;

- Bahwa sudah tidak;

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa setelah pisah 3 bulan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah
diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Usaha Katering, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah
kakak ipar saksi sedangkan Tergugat saksi kenal karena Tergugat
menikah dengan Penggugat sejak tahun 2005;

- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah Suami dan Isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
sewa di daerah APO, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Selatan,
Kota Jayapura;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga
orang anak, dua orang anak telah mandiri di Jakarta, sedangkan
anak ketiga sekarang tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan
cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena

sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat sering berkata
kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat jarang memberi
nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat / mendengar langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebanyak 2 kali;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah
tempat tinggal;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun terakhir ini;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah
Penggugat / Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk
rukun kembali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 16 Tahun 2019, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat
relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum dalam
Kitab Ahkamul Qur'an Juz 1l hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat
majelis, berbunyi :

a V olls 969 vz plg prolumall plS> o LS Il a5

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah
haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut maka perkara ini
dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran
Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga
dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dengan tanpa
hadirnya Tergugat, hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, sebagaimana
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maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989
dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama,;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan,
maka upaya perdamaian mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA
nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka
tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat
adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun
2019;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada
dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak kurang lebih satu tahun terakhir
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering berkata kasar kepada
Penggugat dan jarang memberi nafkah, hingga akhirnya terjadi pisah tempat
tinggal yang sudah berlangsung sekitar akhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui
atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti P.I berupa surat keterangan domisili merupakan
identitas sementara Penggugat, tentang tempat tinggal di wilayah yurisdiksi
Pengadian Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nhazegelen) dan sesuai
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dengan aslinya, maka bukti Penggugat telah memenuhi syarat formil, isi bukti
menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal
27 Januari 1993, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,
maka bukti P.2, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tanggal 27 Januari 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Saksi | dan Saksi Il, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut
telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan
berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil
saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap
telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah
memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil
maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang
dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti
tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses
pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah

dikaruniai 3 orang anak;
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak akhir 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1
tahun terkahir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan
namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah
tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali
karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan alat bukti tersebut, maka dalil
pokok Penggugat terkait dengan ketidakharmonisan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan
alas haknya, sebagaimana maksud Pasal 283 R.bg;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk
merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,
sesual maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga
seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya
masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja

tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan
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penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan
untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan
keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan norma hukum diatas Hakim
perlu mengetengahkan hujjah syar’iyah sebagaimana tercantum dalam kitab
Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai
pendapat pengadilan yang berbunyi:

wolall ade sl le_?,ijnﬁ.:,ﬂl &t pas aiail I3l assl,

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu
bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat
sudah cukup beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam
titel mengadili;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini,
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.HI sebagai
Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.l dan Muh Rijal Maggaukang, S.H.l., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Wisnu Indradi, S.H.I Abdul Rahman, S.HI

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp  30.000,00
- Biaya Proses :Rp  50.000,00
- PNBP Panggian : Rp  20.000,00

- Panggilan :Rp 630.000,00
- Redaksi :Rp  10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).
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